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DAFTAR TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn (ﻦﯿﺑ) dan qawl (ﻮﻘﻟ ).
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
x2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf besar (Al-) Contohnya: Al-Khitâb.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat
yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-
Qur’an, sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh,
misalnya: ﺖﯿﺒﻟ ا ﻞھ ا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. Swt. = Subhânahû wata'âlâ
2. Saw. = Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam
3. A.s. = 'Alayhi Al-Salâm
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. S. M. = Sebelum Masehi
7. W. = Wafat
8. Q.S..../... : .... = Quran, Surah..., ayat....
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ABSTRAK
Nama : Chaidir Aldy
NIM : 10300109008
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : “Tinjuan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Human Trafficking) di Kota Makassar”
Skripsi ini adalah studi yuridis tentang tindak pidana perdagangan orang
yang mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun
permasalahan yang dikemukakan, yaitu: 1) Bagaimanakah aturan hukum &
perundang-undangan tentang perdagangan orang (human trafficking)?, 2)
Bagaimanakah penerapan sanksi hukum perdagangan orang (human trafficking) di
Pengadilan Negeri Makassar?, dan 3) Bagaimanakah pandangan hukum islam tentang
perdagangan orang (human trafficking)?
Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologi normatif (normative
syar’i), dan pendekatan filosofis. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan
berupa penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Negeri Makassar yang
didukung dengan data kepustakaan (library research). Sedangkan metode pengolahan
dan analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif.
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus perdagangan
orang sudah memenuhi rasa keadilan. Namun dalam UU No. 21 tahun 2007 masih
mengatur mengenai hukuman pengganti denda (subsidair), sehingga dalam
pelaksanaan dikhawatirkan terpidana akan memilih pidana denda diganti dengan
pidana kurungan yang cenderung lebih ringan. Adapun dalam hukum pidana Islam,
istilah perdagangan orang lebih dikenal sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sanksi
pidana dalam hukum islam bagi pelaku perdagangan orang yaitu berupa hukuman
ta’zir yang bentuk dan ukurannya  diserahkan kepada hasil ijtihad hakim atau imam
yang berwenang
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada pemerintah
untuk mengkaji ulang tentang penjatuhan pidana subsidair sebagai pengganti pidana
denda serta disarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan
penerapan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi
seluruh rakyat Indonesia.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada abad ke-21 ini, kita masuk ke dalam era globalisasi, di mana tidak ada
batasan lagi antar negara di seluruh dunia. Saat ini, negara-negara di dunia telah
terikat hubungan sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi,
politik, sosial dan budaya, dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Globalisasi
menjadi hal yang membawa dampak dan pengaruh bagi negara, baik dampak positif
maupun dampak negatif.1
Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi, terdapat
satu dampak yang menjadi masalah serius di negara Indonesia. Salah satu dampak
tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Kasus ini sudah tidak asing
lagi. Banyak berita yang beredar di media massa mengenai kasus perdagangan
manusia. Tidak hanya negara berkembang saja yang memiliki kasus perdagangan
manusia. Bahkan, pada negara-negara maju pun kasus seperti ini sangat sering
ditemui. Masalah ini merupakan masalah yang sangat sering dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Isu mengenai perdagangan manusia yang diangkat akan terus
dibicarakan sepanjang waktu. Hal tersebut dikarenakan masalah mengenai
1 http://febrianipurba.blogspot.com/2012/02/makalah-perdagangan-manusia-di.html, Diakses
pada tanggal 21 Januari 2013
2perdagangan manusia sudah sangat mengakar dan membudaya dalam kehidupan
sehari-hari.2
Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena
perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan,
kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi,
pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik
serupa. Jika salah satu cara diatas tersebut terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang
yang termasuk sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia.3
Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah
kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat
internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun
internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi
dan transportasi. maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam
beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah
satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human trafficking atau
perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan
kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang maksimal dari
2 Ibid.
3 Farhana, Aspek Hukum Perdangan Orang di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 11
3pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus berjatuhan,
bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah.
Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan
anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi
dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam
dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan perkembangan dan kemajuan
teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula
modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering secara tertutup dan bergerak di
luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang
menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.4
Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di
Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut
didalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga
perdagangan orang diluar Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-
negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin
meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak
untuk bermigrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.
Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan
mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang
4 http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/perdagangan-manusia-dalam-ruu-kuhp-
5.pdf, Diakses pada tanggal 21 januari 2013
4mendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang dominan adalah faktor
kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari
pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.
Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini
disinyalir semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau
eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain,
seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor
informal, termasuk kerja domistik dan mempelai pesanan. Perdagangan orang
merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat orang dan
merupakan bentuk perbudakan orang dijaman modern. Oleh karena itu perlu
mendapat perhatian dan penanganan yang serius.
Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang No 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam
dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini banyak dilakukan,
bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Dilihat dari
efektifitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai
macam alasan, dapat disebabkan faktor ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan,
faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang
5tidak efektif atau ketidakpercayaan masyrakat terhadap institusi hukum, karena
menganggap tidak mendapatkan keadilan.5
Perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang
sulit diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (trafficker), sehingga
harus diketahui kantung-kantung dimana banyak terjadi kasus perdagangan orang.
Kerjasama dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan
adalah dengan lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan
perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah
dilakukan, dapat melakukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan
perdagangan orang harus disebarluaskan dan disosialisasikan dengan lebih
menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak. 6
Untuk menanangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang
berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat,
karena itu sifatnya harus komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang
tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun
keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum. 7
Dalam hukum Islam pun melarang praktek perdagangan orang (human
trafficking) terjadi. Sebab, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi Hak Asasi
5 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan
Pencegahannya, (Jakarta;Sinar Grafika, 2011) h. 39.
6 Ibid.
7 Ibid., h. 40
6Manusia. Teks Al-Qur’an dan Al-Hadits telah banyak yang menyatakan tentang
kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusian. Allah SWT
berfirman: Q.S. Al- Isra’ : 70







Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan.8
Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini ingin mengetahui sejauh mana
tindakan  pemerintah dalam menghadapi masalah tindak pidana perdagangan orang
(human trafficking) yang semakin marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat baik
yang bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi
masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang
dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
8 Departemen Agama RI: Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002, (Jakarta; CV.
Darus Sunnah, 2007) h. 290
71. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan
orang (human trafficking)?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum perdagangan orang (human
trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang (human
trafficking)?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan
sebuah variabel, maka penulis mengemukakan pengertian kata yang dianggap perlu
dari judul skripsi ini, antara lain:
“Tinjauan” adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)9
“Yuridis” adalah menurut hukum atau secara hukum.10
“Tindak pidana” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.11
9 M. Dahlan. Y. Barry dan L. Lya ofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah (Surabaya:
Target Press Surabaya), h.550.
10 http ://istilahkata.com/yuridis.html, Diakses Tanggal 21 Januari 2013
8“Perdagangan Orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, pemggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara,
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.12
2. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam melakukan penelitian penulis hanya terbatas pada lingkup kota
Makassar sebagai sasaran utama untuk memperoleh data dan informasi yang terkait
dengan rumusan masalah yang telah penulis siapkan. Sesuai dengan judul yang telah
ada, maka fokus utama penulis adalah Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Makassar.
D. Tinjauan Pustaka
Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan penulisan draft
ini maka penulis mengemukakan beberapa buku yang digunakan sebagai rujukan,
yaitu:
11 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonsesia : Suatu Pengantar, (Cet. 1; Bandung: PT.
Refika Aditama, 2011), h. 97
12 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Perdagangan Orang, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), h. 13
91. Hj. Henny nuraeny dalam bukunya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
membahas tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dan pencegahan
terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Farhana dalam bukunya Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia
membahas tentang faktor-faktor terjadinya perdagangan orang, perkembangan
peraturan perdagangan orang, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan
orang serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.
3. Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam kitab Undang-Undang Republik Indonesia
No 21 Tahun 2007 yang membahas tentang himpunan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia tentang perdagangan orang dan disertai dengan
penjelasannya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab
beberapa rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui aturan hukum & perundang-undangan tentang
perdagangan orang (human trafficking).
b. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum perdagangan orang (human
trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar.
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c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang perdagangan orang
(human trafficking).
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai
berikut:
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat
dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penyusunan Undang-
Undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan
perdagangan orang.
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan
hukum pidana nasional
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan
penegakan hukum. Sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah
dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
F. Garis Besar Isi Skripsi
Agar lebih mudah mengarahkan jalan pemikiran pembaca pada umumnya
dan penulis pada khususnya dalam memahami isi skripsi ini, maka berikut ini
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diuraikan garis besar dari isi skripsi ini, yang terdiri dari :
Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup
pembahasan, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi.
Akumulasi tujuan dari sub bab ini adalah untuk menggambarkan kerangka pikir yang
menjadi dasar pijakan dalam penulisan skripsi ini.
Bab kedua berisi tinjauan pustaka. Bab ini mengemukakan kajian teori
tentang sejarah perdagangan orang, defenisi perdagangan orang, bentuk-bentuk
perdagangan orang, faktor-faktor perdagangan orang, serta pencegahan dan
penananganan perdagangan orang. Tujuan dari uraian bab ini adalah untuk
merumuskan landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian
pada Bab IV.
Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari jenis
penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis
data.
Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab
ini akan dibahas secara mendalam tentang aturan perundang-undangan tentang
perdagangan orang, penerapan sanksi perdagangan orang di Pengadilan Negeri
Makassar, serta pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang.
Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian.
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BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Sejarah Perdagangan Orang
Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun
yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukkan atas suatu kelompok oleh
kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai
kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang
untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang
dibayar dengan ‘pengabdian mutlak’.1
Pada tahun 1300-an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari
Negara-negara Arab di afrika utara,yang digunakan sebagai budak selama bertahun-
tahun. Menjelang tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni-koloni di
Amerika. Orang-orang Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi Amerika
diperkebunan luas dan di daerah pertambangan di kloni-koloni di Amerika.
Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit dari Eropa, dan
karena perawatan yang tidak memadai. Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai
mendatangkan orang-orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris dan
Belanda berbuat serupa di koloni-koloni mereka di Amerika. Koloni-koloni Inggris di
Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan
1 Henny Nuraeny , Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan
Pencegahannya, (Jakarta;Sinar Grafika, 2011) h. 350.
13
hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladang
pertanian luas/perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk
diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki
oleh suatu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 budak.
Budak-budak itu bekerja di ladang pertanian, mereka bekerja berat dan dalam waktu
sangat lama.2
Perbudakan atau penghambaan (perdagangan orang) juga ada dalam sejarah
bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian
pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.  Pada masa itu, konsep kekuasaan
seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan
penuh, antara lain, tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang
dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda
kesetiaan, sedangkan sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga
yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh
keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung
dengan keluarga istana. 3
Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks, tetapi
telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan
2 Jean Canu, Sejarah Amerika Serikat,Terjemahan Nany Suwondo dan Anni Postma (Jakarta:
Pustaka Rakyat, 1953), h. 55
3 Soetedjo Yuwono dkk, Penghapusan Perdagangan orang (Human Trafficking in Persons)
di Indonesia Tahun 2004-2005 (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan  Rakyat RI,
2005), h. 1
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untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan
kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih
terorganisasi dan berkembang pesat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks
masyarakat Eropa, seperti serdadu, pedagang, dan para utusan yang pada umumnya
adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisai seks
terus berkembang. Selain memakai permpuan pribumi dan perempuan Belanda
menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura,
Malaysaia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. 4
Dewasa ini, Indonesia merupakan salah sau pengirim tenaga kerja
Internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau
pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai
kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan
kondisi tenaga kerja dari Negara lain. Tenaga kerja indonesaia (TKI) sering
bermasalah baik secara individual bagi dirinya, maupun secara umum bagi
pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari
Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada
perdagangan orang. 5
4 Ibid.
5 Henny Nuraeny, op. cit., h.353.
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Situasi dan kondisi yang dialami korban dapat berupa kondisi ekonimi,
sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik, dan mental dapat
mempengaruhi situasi korban. Pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dapat saling
kenal, tidak kenal, atau diperkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pada saat
kejahatan terjadi. Korban seperti halnya juga pelaku kejahatan dapat perseorangan,
kelompok dan masyarakat, yang mendapat kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan
pelaku kejahatan. Kerugian yang diderita korban akan menimbulkan beban dan
tekanan psikologi, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma,
stress, atau bahkan gangguan kejiwaan. 6
Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan
menimpa wanita dan anak perempuan, demikian juga dengan TPPO (Tindak Pidana
Perdagangan Orang). Latar belakang TPPO umumnya disebabkan oleh kondisi kerja
dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima TKI yaitu Malaysia, Singapura,
dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah di
Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga TPPO di
dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak
dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-
pabrik kecil.
6 Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan (Bandung: STHB press, 2002), h. 1
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B. Definisi Perdagangan Orang
Hingga saat ini masalah utama perdagangan orang adalah masalah definisi.
Definisi perdagangan orang merupakan sumber munculnya kontroversi, baik di
kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Telah
banyak defenisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi
tidak satupun dari definisi tersebut yang diakui secara luas. Bahkan, dalam konteks
internasional, masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang
mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam kaitannya
dengan makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh
untuk menanggulanginya. 7
Berikut terdapat beberapa definisi tentang perdagangan orang, yaitu:
1. Defenisi Menurut Protokol PBB
Sebelum UU Tindak Pidana disahkan beberapa waktu yang lalu, pengertian
Tindak Pidana Perdagangan Orang yang umum paling banyak digunakan adalah
pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum palaku
perdagangan orang. Dalam Protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang
adalah:
7 Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional
dan Pengaturannya di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 14
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a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan
seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-
bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau
menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat
memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain,
untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi
untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi
seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik
serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang
dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak relevan jika
salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan
seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan
orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang
dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.
d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. 8
8 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: USAID, 2003),
h. 14-15
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2. Definisi Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang  tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih
rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan
KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan sesorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memgang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.9
Pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah
setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
yang ditentukan dalam undang-undang ini, (substansi hukum bersifat formil karena
berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum
seseorang).10
9 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
h.25
10 http://makalah-human-trafficking.html, Diunduh PadaTanggal 22 Juli 2013
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3. Menurut para ahli
Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang
kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang
pribadi atau organisasinya. Kendati demikian seperti yang dinyatakan oleh kedua
pakar Internasional, Wijers dan Lap-Chew bahwa “isu definisi bukanlah suatu
pertanyaan akademis. Langkah yang akan dilakukan untuk mencegah dan memerangi
“perdagangan dapat berbeda-beda, tergantung bagaimana masalah itu didefinisikan.
Di masa lalu perdagangan dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke
luar negeri untuk tujuan prostitusi. Namun kemudian perdagangan didefinisikan
sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa
persetujuan orang bersangkutan di dalam suatu Negara atau keluar negeri, untuk
semua bentuk perburuhan yang eksploitatif .11
C. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang
Bentuk-bentuk perdagangan orag yang terjadi di suatu Negara dengan
Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuknya
meliputi:
1. Pekerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke
tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu
11 http://perdagangan-perempuan-dan –anak, Diakses Tanggal 22 Juli 2013
20
relatif menetap. 12Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak
di bawah umur bermigrasi tanpa sepengetahuan Depatmen Tenaga Kerja melalui jalur
yang informal dan melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran
perempuan dan anak secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi
untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan berikut ini:
a. Pembantu rumah tangga
b. Pelayan restoran
c. Buruh pabrik dan perkebunan
d. Industri hiburan/pekerja seks13
Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan
pekerja migran internasional.
a. Pekerja Migran Internal
Pekerja migran internal mencakup urbanisasi. Pertumbuhan penduduk yang
besar, persebaran penduduk yang tidak merata, dan rendahnya daya serap industri
menyebabkan terjadinya urbanisasi. Akibatnya, para migran yang ingin memperbaiki
nasib meninggalkan desanya tanpa bekal keahlian yang memadai tidak mampu
terserap oleh sektor industri dan jasa di perkotaan. Mereka kemudian bekerja di
12 Farhana, op. cit., h.32
13 http://perdagangan-perempuan-dan –anak, Op.,Cit.
21
sektor informal yang umumnya ditandai oleh produktiitas rendah, upah rendah,
kondisi kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial.14
b. Pekerja Migran Internasional
Pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.
Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), ada sekitar delapan puluh satu juta
buruh migran di seluruh dunia, dari semua ini dua puluh juta bekerja di Asia.
Perempuan merupakan setengah dari jumlah seluruh migran di dunia untuk beberapa
dasawarsa. Berdasarkan data dari ILO, bahwa korban perdagangan orang yang
terbanyak yaitu 55% dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga. Hal ini terjadi
karena pembantu rumah tangga tidak membutuhkan banyak keterampilan. Profesi
pekerja rumah tangga tidak diatur oleh pemerintah dan di luar jangkauan UU
Ketenagakerjaan setempat karena dianggap masuk ke sektor informal, sehingga
berpeluang untuk terjadinya perdagangan orang. Berdasarkan pemberitaan di media
massa, beberapa kasus kekerasan seksual dialami oleh pekerja rumah tangga yang
dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kekerasan lain meliputi jam kerja yang
panjang, tidak tersedia waktu istirahat, penyekapan ilegal secara sewenang-sewenang,
gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan psikologis, tidak diberi kesempatan untuk
beribadah, dan sebagainya.15
14 Farhana, op. cit.,h 33
15 Ibid., h. 35.
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2. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)
Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah,
tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, di mana kehendak untuk
mempunyai anak tidaklah tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan
tersebut dapat dilakukan melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dalam KUHPerdata
tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pengangkatan anak, yang ada hanyalah
ketentuan yang mengatur tentang pengakuan anak di luar kawin. 16
Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang,
yaitu penjualan anak. Anak-anak yang didatangkan dari berbagai negara biasanya
anak-anak yang lahir dari rumah sakit yang keberadaannya tidak teratur sehingga
dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis. Jumlah anak
yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Negara-negara Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak
sah. Korban kemudian dikirim ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat
tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan politik suatu Negara ditengarai sebagai
penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Di
samping itu keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat
merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara
berkesinambungan.17
16 Ibid., h. 44.
17 Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, op.cit., h. 38.
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3. Penjeratan Utang
Di dalam Pasal 1 angka 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau
keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau
orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
pelunasan utang. 18
Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga
korban dan pelaku, ongkos transpor, uang “tutup mulut” yang diberikan kepada
pejabat atau aparat penegak hukum, dan biaya hidup korban yang ditanggung pelaku.
Yang lebih parah lagi adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan
pelaku itu ternyata diduakalilipatkan dan disertai bunga untuk masing-masingnya.19
4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan
Pengantin pesanan (mail-order brides) juga merupakan salah satu bentuk
perdagangan orang. Mail-order brides merupakan suatu terminologi yang merujuk
pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail. Pembeli memesan
produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode,
18 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Perdagangan Orang (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), h. 15.
19 Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, op.cit., h. 40.
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seperti melalui telepon atau website. Kemudian produk yang dipesan itu dikirimkan
kepada pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan. 20
Karen A.Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin seringkali dianggap
sebagai produk perkembangan IPTEK seperti internet. Kehadiran internet yang
merupakan imbas dari perkembangan IPTEK memberikan andil terhadap eksistensi
pesanan pengantin. 21
Pesanan pengantin telah muncul dan berkembang sedemikian rupa sejak
beberapa dekade yang lalu dan hingga saat ini menjadi pilihan utama kebanyakan
orang-orang barat yang ingin mendapatkan pengantin yang berasal dari luar negeri.
Tentu saja keterlibatan makelar perkawinan internasional sebagai pihak ketiga
semakin memudahkan intensitas pengantin pesanan.22
Modus operandi untuk mendapatkan pengantin pesanan bervariasi, tetapi
secara umum dilakukan dengan pertama kali mendaftar pada situs-situs website yang
menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Laki-laki umumnya mencari pengantin
pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi, pekerjaan, jumlah anak, dll.
Kebanyakan dari mereka mencari perempuan yang memiliki nilai jual yang tinggi
didasarkan pada penampilan perempuan yang bersangkutan.23
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid., h. 41.
23 Ibid., h. 42.
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Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, pertama perkawinan
digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan
membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan
perempuan tersebut dimasukkan ke dalam prostitusi. Kedua, perkawinan untuk
memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya.24
Pengantin pesanan ternyata tidak seindah yang dibayangkan.
Penyalahgunaan dan penyiksaan terhadap perempuan yang menjadi objek pengantin
pesanan kerap kali terjadi. Terjadinya penyiksaan dalam rumah tangga merupakan
fenomena yang sering terjadi, bahkan berujung pada kematian. Fenomena pengantin
pesanan juga telah mengubah institusi perkawinan sebagai institusi yang sakral yang
di dalamnya berisi penguatan cinta kasih, perlindungan individu, dan institusi yang
menjamin kelangsungan hidup seseorang secara sosial, ekonomi, tidak lebih dari
sekedar transaksi antar dua orang yang memperjualbelikan barang. Barang yang
dimaksud adalah berupa kenikmatan tubuh perempuan. Dengan konfigurasi
pemikiran seperti ini, tidak salah jika kita katakan bahwa pengantin pesanan
merupakan nama lain dari pelacuran perempuan.25
24 Farhana, op.cit., h. 50.
25 Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, op.cit., h. 43.
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5. Perdagangan Organ Tubuh Manusia
Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung
mempengaruhi tingkat keberhasilan operasi transplantasi organ, sedangkan di sisi lain
permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan yang
luar biasa. Kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ tubuh
manusia tidak dapat dielakkan. Kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ
tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ yang
dibutuhkan.26
Orang-orang dari suatu Negara yang kekurangan persediaan organ tubuh
manusia yang mencari paru-paru, ginjal, hati, selaput mata, dan liver dapat dengan
mudah mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Umumnya, penjual
organ tubuh manusia berasal dari kalangan miskin dan terpisah satu sama lain.
Mereka menjual salah satu organ tubuh mereka karena impitan ekonomi. 27
Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal jelas merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, seperti hak hidup,
hak untuk bebas dari segala gangguan dan aman dari segala ancaman orang lain, serta
hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi.28
26 Ibid., h. 44.
27 Ibid.
28 Ibid., h. 45
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6. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi seksual, baik berbentuk perdagangan seks merupakan bisnis
global yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial
terhadap perempuan memiliki pangsa pasal yang luas meliputi pornografi, seks untuk
kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini sudah bisa kita sebut
perdagangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa
untuk memasuki perbudakan seks seperti dijual, diculik, disiksa, diperkosa, yang
tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar29
Di Indonesia perdagangan seks ini juga sering kali terjadi. Biasanya yang
menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara, salah
satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Persoalan
utama perdagangan orang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan
tindakan-tindakan yang diambil pemerintah terutama dalam kaitannya dengan
penyelundupan orang ke luar negeri, seperti ke Australia. 30
Perdagangan seks dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan
dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan cara mendapatkan
perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dengan
negara lainnya. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam
kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan
perempuan dan anak-anak yang akan dijdikan objek perdagangan seks. Secara umum
29 Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, op.cit., h. 25
30 Ibid., h. 27
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modus operandinya antara lain menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan
dan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan
paksaan.31
7. Perbudakan dalam Rumah Tangga
Perbudakan dalam rumah tangga merupakan imbas lanjut dari kerja paksa
dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak saja tetapi melibatkan laki-
laki. Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang , seperti di Afrika,
Thailand, Kamboja dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki,
mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek
perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, untuk
membuat pelaku tidak bisa melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara
dimana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahas ibu korban.32
Orang-orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang, sebagian
dari mereka dijadikan sebagai objek perbudakan dalam rumah tangga. Mereka
dipaksa bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan, tanpa istirahat, dan dengan
jatah makanan yang jauh dari cukup. Mereka juga bahkan tidak mendapatkan gaji.
Tidak jarang dari mereka yang disekap dalam suatu ruangan yang jauh dari layak.33
31 Ibid.
32 Ibid., h. 37
33 Ibid.
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Demikian juga dengan kondisi fisik dan kesehatan mereka yang dibiarkan
begitu saja oleh majikan. Yang lebih mengenaskan, pada saat sakit mereka dipaksa
untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan pada saat sehat.34
D. Faktor-faktor perdagangan orang
Setiap manusia di samping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk
sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan yang
erat atau memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan
bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya
dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang
dikenal dengan sebutan kejahatan.35
Masalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial
terhadap orang terus mengalami peningkatan. Korban dijadikan komoditas
perdagangan dalam objek seks sehingga banyak korban perdagangan orang
kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang
untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup
dengan memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi para pelakunya, tetapi harus
mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan orang untuk
34 Ibid., h. 38
35 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2012), h. 40.
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tujuan prostitusi atau pelacuran dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.36
1. Faktor Internal
a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang
dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai
dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini lah yang menyebabkan
seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar
dari daerah  asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.37
Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong
jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan luar negeri guna
menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.38
Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar
kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga
kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses
migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat. Terutama sejak dibukanya
kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 1980-an. Hal ini
mengakibatkan meledaknya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan antarkota atau
36 Ibid., h.41.
37 Farhana, op. cit.,
38 Ibid.
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antar pulau di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan sektor informal
sebagai perkebunan, tenpat hiburan, dan industri seks. Banyak anak-anak terlantar
tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang karena orang
tua mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri.39
Pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor
terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu kemiskinan dan keinginan untuk
memperbaiki keadaan ekonomi seseorang menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan
oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
b. Faktor Individual
Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang
berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku
seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah
lakunya baik, akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari
masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik, maka
orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.40
Dalam perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau
pelacuran, terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan
anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan
persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Meningkatnya perdagangan
39 Ibid.,h.51
40 Maidin Gultom, op.cit.
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anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini cenderung anak tidak menggunakan
nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya
sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran prostitusi atau pelacuran.41
Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi
korban perdagangan ini sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman
ataupun paksaan, baik dari kerabat dekatnya untuk dijerumuskan ke dalam dunia
prostitusi atau pelacuran.42 Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan
akal pikir (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang
banyak sehingga terpengaruh dengan janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan
salah satu faktor pendorong perempuan dan anak dengan mudah menjadi korban
perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut.
c. Faktor Keluarga
Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola
tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun
dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai
sumber pertama yang memengaruhi perkembangan anak.43
Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan
diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan
41 Ibid.
42 Ibid.,h. 42
43 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1999), h. 59.
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faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan
kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami “broken
home”. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban
perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam
keluarga itu sendiri.
Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh :
1) Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan
2) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat
lemahnya displin
3) Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang  tua.
4) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya
5) Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat.
6) Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang
merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan di dalam rumah
tangga.44
Dengan demikian betapa besar pengaruh faktor keluarga atas diri anak
dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang harus
diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak
menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.
44 Sulaiman Zuhdi Manik, Pengenalan Ringkas Trafficking (Perdagangan) dan Anak untuk
Tujuan Eksploitasi Seksual (Medan: Dian Nisa Lembaga Kajian dan Pendidikan Perempuan, 2003), h.
37
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d. Faktor pendidikan
Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi
atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri.
Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh
menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak
secara irrasional.
Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan
faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau
pelacuran. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun
kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan
lebih memudahkan trafficker untuk merekrut anak-anak tersebut.45
Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban
perdagangan pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik
pendidikan formal maupun pendidikan informal.
2. Faktor eksternal
a. Faktor ekologis
Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban
perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah
keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri
45 Maidin Gultom, op. cit., h. 45
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ke luar daerah sampai  ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal
kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.46
Kepadatan penduduk Indonesia sangat bervariaif, sebanyak variatif dalam
topografi dan perkembangan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan
kurang berkembang seperti Papua dan Kalimantan, di mana sebagian penduduk masih
mencari nafkah sebagai pengumpul, pemburu, atau petani yang menerapkan sistem
tanam ladang. Di pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penduduk
Jawa Tengah adalah 595 jiwa dan merupakan daerah pengirim untuk perdagangan
domestik dan internasional. Perdagangan internasional anak dan perempuan dengan
tujuan kerja seks dan perhambaan di dalam rumah tangga. Begitu juga di Jawa Timur,
yang merupakan daerah pengiriman, penerima, dan transit bagi perdagangan baik
domestik maupun Internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran
terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya
perdagangan orang. Banyak dari buruh migran ini yang semula dikirim ke luar negeri
sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh
pabrik dan buruh perkebunan. Tetapi kemudian ternyata diperdagangkan untuk
melakukan kerja seks dan menjadi pekerja paksa di luar negeri.47
b. Faktor Sosial Budaya
Keberagaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa,
tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya
46 Farhana, op.cit., h.54.
47 Ruth Rosenberg, op. cit, h. 189
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dan sosial. Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak
memancing timbulnya konflik, di antaranya konflik kebudayaan. Konflik budaya
akan muncul dengan dua bentuk konflik, yaitu primary conflict dan secondary
conflict.48
Primary conflict adalah konflik yang muncul di antara dua budaya yang
berbeda sedangkan secondary conflict adalah konflik muncul dalam satu budaya,
khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan, masing-masing
dengan norma tingkah lakunya sendiri.49
Kedua jenis konflik tersebut megakibatkan terjadinya kekerasan dan
terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor
penyebab ini adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.
Kebijakan pemerintah ini telah mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal
mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi.50
Menurut asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok
melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok-kelompok tersebut
adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai,motif) yang mendukung
perbuatan jahat tersebut.51
Dapat disimpulkan bahwa kaitan teori ini dengan perdagangan orang tidak
terlepas penyebab terjadinya melalui interaksi dan komunikasi baik dengan orang lain
48 Farhana, op. cit., h. 56
49 Ibid.
50 Ibid.,h.57.
51 Ibid.,h.60.
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maupun melalui media. Motif seseorang berubah dengan melihat perilaku orang lain
melalui media, sehingga seseorang berusaha untuk memenuhi dorongan melalui jalan
pintas. Hal ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk perdagangan
orang yang beraneka ragam.
c. Ketidaksetaraan Gender
Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan
perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Oleh sebab itu,
disinyalir faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan
gender, antara lain seperti berikut:
1) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan
laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan
untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya
ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
2) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki
3) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya
terjadi di era globalisasi.
4) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam
keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.52
52 Ibid.,h.61.
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Banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena perkawinan usia
muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Mengawinkan dalam usia
muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial karena:
1) Tingkat kegagalan dalam pernikahan semacam ini sangat tinggi,
sehingga terjadinya perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.53
2) Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kepastian anak menjadi orang
tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat
perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke
dalam dunia eksploitasi seksual komersial.
3) Adanya ketidaksetaraan relasi  antara laki-laki dan perempuan yang
membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan
orang.
Keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak
bukan  karena kemauan sendiri, tetapi kondisi linkungan sosial budaya dimana
perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi
sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.54
Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi.
Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam
bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Dengan masih
53 Ibid.
54 Ibid.,h.62.
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berlangsungnya di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya
melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin
menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi
seksual oleh laki-laki.
d. Faktor Penegakan Hukum
Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakn,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.55
Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak
yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut
bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat
juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berati membicarakan
daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada
hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian
antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam
penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
itu sendiri.56
55 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 5
56 Farhana, op. cit., h.63
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Dengan demikian, faktor penegakan hukum merupakan salah satu poin
penting untuk menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu,
jika hukum ditegakkan secara maksimal tanpa pandang bulu maka akan menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian di tengah-tengah kehidupan
masyarakat.
E. Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang
Konsep hukum pembangunan yang awalnya berasal dari pemikiran Roscoe
Pound, di mana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat (law as a tool of
social engineering). Langkah yang diambil dalam social engineering menurut
Satjipto Rahardjo harus bersifat sitematis, yang diawali dari identifikasi problem
sampai jalan pemecahannya, yaitu:
1. Mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya
mengenali seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari
penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau
social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-
sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan.
Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih
3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk
dapat dilaksanakan.
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4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya.57
Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat merupakan konsep
pembaruan hukum yang sampai saat ini masih relevan diterapkan di Indonesia.
Namun demikian, perlu ada antisipasi dari masyarakat secara keseluruhan, yaitu
dalam hal:
1. Harus disadari bahwa hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya
tidak lepas dari nila-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu,
pengembangan suatu bidang hukum akan berpengaruh pada bidang-bidang
hukum lainnya.
2. Penerapan tujuan hukum yang terlalu jauh dari kenyataan sosial seringkali
menyebabkan dampak negatif yang perlu diperhitungkan. 58
3. Konsep pembaruan hukum tidak hanya cukup pada penciptaan peraturan
hukum tertulis, karena hukum tertulis selalu mengalami keterbatasan. 59
Menurut Ahmad Ali, pembaruan ukum harus memperhatikan tujuan hukum
yang dapat dikaji dari 3 pandangan yaitu:
1. Dari pandangan ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatif, tujuan
hukum dititikberatkan pada kepastian hukum.
2. Dari pandangan filsafat hukum, tujuannya dititikberatkan pada keadilan.
57 Henny Nuraeny, op. cit., h.150.
58 Ibid.,h.151
59 Ibid.,h.152
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3. Dari pandangan sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi
kegunaan/kemanfaatan.60
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat melakukan
pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, dapat diawali dari
memperbaiki sistem hukum, baik substansi, struktur dan budaya hukum masyarakat,
dan diakhiri dengan proses penegakan hukum.  Penegakan hukum pada hakikatnya
mengandung supremasi nilai substansial berupa keadilan, dimana keadilan secara
filosofis adalah tujuan dan fungsi dari pembentukan hukum. Karena itu, di dalam
penegakan hukum diperlukan adanya semangat menjalankan hukum, karena hukum
selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.61
60 Ibid.
61 Ibid.,h.152.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat dikualifisir sebagai
sesuatu yang ilmiah maka prosedur pencariannya pun harus menggunakan
metodologi ilmiah. Menurut Bambang Sunggono, “Tidak semua pengetahuan
dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara
mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum
dalam metode ilmiah.”1
Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam penyusunan skripsi
ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan
data maupun pada saat pengolahan dan analisis data. Adapun metode yang
dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif analitik.,2 yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan
atau objek yang diteliti.
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 44.
2Penelitian ini ditentukan oleh tujuan penelitian yang berangkat dari fakta dengan
interpretasi atau analisis yang tepat dan akurat yang kemudian dikembangkan. Lihat, Soejono dan
Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 20 - 21.
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B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Pendekatan yuridis normatif (legal research)
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menekankan
atau mengkaji suatu fenomena hukum, dalam hal ini adalah eksistensi
pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui aspek peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan konkritisasi kajian tersebut pada
Putusan Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan memberikan
gambaran mengenai permasalahan atau objek yang diteliti dan
menganalisis data dari hasil penelitian di lapangan.
2. Pendekatan Teologi Normatif (Normatif Syar’i)
Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan.
3. Pendekatan filosofis
Pendekatan secara filosofis yaitu dengan melakukan penganalisaan
makna-makna secara dalam dan jernih (filosofis) terhadap dasar
pertimbangan hakim dalam suatu putusan kasus perdagangan orang.
C. Pengumpulan Data
Bagian-bagian yang diuraikan dalam proses pengumpulan data terdiri dari:
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya Pengadilan Negeri
Makassar sebagai lokasi penelitian dikarenakan :
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Pertama, Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai salah satu lembaga
yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Kedua, kasus-kasus perdagangan
orang yang terjadi di Kota Makassar, semuanya masuk atau diproses di
Pengadilan Negeri Makassar. Terakhir, alasan dipilihnya kedua lokasi penelitian
tersebut karena sifat penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu
berupa studi kasus dengan cara mengkaji dokumen atau putusan pengadilan.
2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.
Menurut Moleong, yang dimaksud jenis data kualitatif yaitu jenis data yang
mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari
orang-orang atau perilaku yang diamati.3
Metode kualitatif diskriptif digunakan karena beberapa pertimbangan.
Pertama, penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda. Kedua, metode ini melibatkan langsung peneliti dan responden.
Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-
pola yang dihadapi.
3. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan
dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XV; Bandung: Rosda Karya,
2001), h. 3.
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Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang
diamati atau diwawancarai.4 Sumber data primer diperoleh peneliti melalui
pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh
wawancara terhadap informan yang terkait. Pencatatan sumber data utama
melalui pengamatan atau obervasi dan wawancara merupakan hasil usaha
gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan
secara sadar, terarah dan bertujuan memperoleh informasi yang
diperlukan.
Adapun yang menjdi obyek dalam sumber data ini adalah hakim
di Pengadilan Negeri Makassar. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan
alasan karena pihak tersebut berkompeten di Pengadilan dan guna
memenuhi kefalidan hasil penelitian ini.
b. Sumber data sekunder
Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama
diperlukan juga data-data tambahan seperi dokumen dan lain-lain sebagai
sumber data sekunder. Jadi data sekunder digunakan untuk mendukung
data primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen dan sumber
data lain yang relevan dengan penelitian ini.
Sumber data dapat juga diklasifikasikan menurut tempat data tersebut
diperoleh. Pengklasifikasian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
4Ibid.
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a. Lapangan (Field research)
Penelitian lapangan atau field research adalah metode
pengumpulan data dengan cara terjung langsung kelapangan mengadakan
interview atau wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh
keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui hasil
pengamatan yang dipandang masih belum jelas.
b. Kepustakaan (Library research)
Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu metode
pengumpulan data dengan jalan menelaah buku-buku, dokumen putusan,
peraturan perundang-undangan, artikel, koran, karya ilmiah, dan publikasi
lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam metode ini
digunakan dua jenis kutipan, yaitu :5
1) Kutipan langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah
susunan redaksinya.
2) Kutipan tidak langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa
sedikitpun merubah makna yang dikandungnya atau mengutip pendapat
orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut
tetap sama.
5Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 26 – 27.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan
pula.6 Metode wawancara dapat pula diartikan dengan pertemuan dua
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikonstruksikan makna ke dalam suatu topik tertentu.7
Wawancara tersebut ditujukan untuk memperoleh pendapat-
pendapat pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini informasi diperoleh
melalui wawancara dengan Suprayogi (Hakim Pengadilan Negeri
Makassar).
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara
mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (putusan perkara
perdagangan orang), dalam hal ini adalah arsip Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor: 1330/Pid.B/2008/PN.Mks.
c. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung adalah metode atau cara-cara
yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai
tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok
6Lexy. J. Moleong, op, cit., h. 83.
7Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44 -
45.
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secara langsung.8 Objek pengamatan atau observasi dalam penelitian ini
adalah proses penanganan perkara pidana khususnya proses penangan
perkara kasus perdagangan orang di Pengadilan Negeri Makassar.
d. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada.9 Triangulasi dapat pula diartikan sebagai teknik
pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
yang telah ada. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan
jalan :
1) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.
2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
terkait.
Adapun instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
8Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
9Sunggono., op, cit., h. 225 - 242.
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b. Buku catatan dan alat tulis
Alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan
sumber data.
c. Tape recorder
Alat perekam yang berfungsi untuk merekam semua percakapan
atau pembicaraan dengan informan.
5. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek, gejala, kejadian atau seluruh unit yang
akan diteliti. Populasi tidak harus selalu berwujud saja, tetapi dapat berupa gejala-
gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat
pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain.10 Adapun yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perkara perdagangan
orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor Makassar.
Berhubung karena keterbatasan waktu dan jumlah populasi mengenai
perdagangan orang di pengadilan Negeri Makassar terlalu banyak, maka penulis
menggunakan cara sampel.
Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu
populasi dan besarnya tergantung dari banyaknya data. Selanjutnya, cara-cara
yang dilakukan untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sampel ke
populasi adalah dengan cara purposive sampling atau pengambilan sampel dengan
kriteria tertentu untuk mencapai tujuan.
10Ronny Hanitidjo Soemitro, op, cit., h. 44 - 45.
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Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1330/Pid.B/2008/PN.Mks.
D. Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga
diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :
a. Identifikasi data
Identifikasi data yaitu mencari dan menandai data yang sesuai
dengan pokok permasalahan. Langkah ini ditempuh dengan cara memilah-
milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
b. Editing data
Editing data adalah pemeriksaan atau menyeleksi data hasil
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan
keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban
pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki
kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh
dari hasil penelitian.
c. Verifikasi data
Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah
terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan
pada identifikasi data dan editing data.
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2. Analisis data
Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif dan
deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta
khusus, peristiwa kongkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum
(generalisasi). Sedangkan metode deduktif adalah metode yang menggunakan
dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di sesuaikan faktor-faktor dari yang
suatu hal bersifat khusus. Metode induktif digunakan untuk mengkaji asas-asas
atau nilai-nilai yang terkandung dalam dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa/pelaku perdagangan orang di Pengadilan
Negeri Makassar. Sedangkan deduktif dipakai untuk melihat tinjauan hukum atau
perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan negeri kota Makassar terletak di Jalan Kartini No. 18/23 Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Letak pengadilan negeri sangat strategis
tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi mayarakat Kota
Makassar menjangkau Pengadilan tersebut.
Adapun batas-batas letak pengadilan negeri Kota Makassar, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Monumen Mandala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Karebosi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Plamonia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bank Mandiri Cabang Makassar.
Letak pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh dari perkantoran
pemerintah lainnya, seperti Kantor Walikota Makassar, Kantor Polrestabes Makassar,
Kantor BI cabang Makassar, Menara Bosowa, dan pusat perbelanjaan, seperti
Karebosi Link, Makassar Trade Centre (MTC), dan Pasar Sentral Makassar.
2. Sarana dan Prasarana Gedung
Pengadilan Negeri Makassar memiliki gedung yang dapat memadai segala
keperluan penyelengggaraan sidang perkara pidana dan perkara perdata. Ruang
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sidang Pengadilan Negeri Makassar terdiri dari tiga ruang sidang. Selain itu,
tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural, seperti ruang Ketua Pengadilan
Negeri Makassar dan Wakilnya, ruang Ketua Panitera/Panitera Pengganti, ruang
bendahara, dan ruang bagi pegawai Pengadilan lainnya. Di samping itu, terdapat
ruang tenaga teknis, seperti ruang para Hakim yang bertugas rutin memeriksa
perkara. Selain itu, pada Pengadilan Negeri Makassar telah dibentuk di dalamnya
Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tipikor.
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang
memeriksa perkara pidana dan perkara perdata dalam wilayah hukumnya (Kota
Makassar). Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa dan mengadili pelimpahan
berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan
kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Dalam
bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan memeriksa dan
menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat.
B. Aturan Perundang-undangan tentang Perdagangan Orang
Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan
suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau
sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda, pidana tutupan.
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2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.1
Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi
pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa
jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak
pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang,
yaitu:
1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda
minimal-maksimal
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan
maksimal.
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana
perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Berikut adalah beberapa pasal
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang.
1 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.
131.
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Pasal 2
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat(1).
Pasal 3
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia
dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau
dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 5
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu
atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri
dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
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Pasal 7
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat,
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya,
kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan  Pasal 6.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur
hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 8
(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang
mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan
hormat dari jabatannya.
(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus
dalam amar putusan pengadilan.
Pasal 9
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan
tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah).
Pasal 10
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 11
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang
sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 12 Setiap orang yang menggunakan atau
memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara
melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil
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keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 13
(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk
dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Pasal 14
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di
tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat
tinggal pengurus.
Pasal 15
(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3
(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat
dijatuhkan pidana tambahan berupa:
pencabutan izin usaha;
a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
b. pencabutan status badan hukum;
c. pemecatan pengurus; dan/atau
d. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi
dalam bidang usaha yang sama.
Pasal 16
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan olehkelompok yang
terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidanaperdagangan orang dalam
kelompok yang terorganisasi tersebutdipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 18
Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak
pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
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C. Penerapan Sanksi Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Makassar
Pembahasan analisis putusan hakim atau putusan pengadilan pada sub bab
ini secara spesifik difokuskan pada sampel penelitian, yaitu putusan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor: 1330/Pid.B/2008/PN.Mks. Pada akhirnya, putusan tersebut
menjadi salah satu fakta yang menjelaskan posisi teoritis hakim dalam menafsirkan
setiap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tentang pemberantasan tidak
pidana perdagangan orang yang didakwakan kepada pelaku/terdakwa kasus
perdagangang orang.
Analisis ini secara metodologis seperti dipergunakan oleh Luhut M.P.
Pangaribuan, yaitu dimulai dengan mendeskripsikan kasus posisi yang merupakan
bagian dari question of fact dari suatu putusan yang terdiri atas fakta yang
berhubungan dengan proses dari peristiwa hukumnya. Kemudian, berdasarkan kasus
posisi itu akan diteruskan dengan question of law, yaitu pertimbangan hukum putusan
atas proses dan peristiwa hukum pemeriksaan kasus perdagangan orang tersebut.
Terakhir, berdasarkan question of fact dan question of law itu diurai secara reflektif
apakah penafsiran, prinsip, dan teori hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai
dengan hukum pidana Indonesia dan tujuan itu sendiri.2 Dengan demikian dalam
analisis kasus perdagangan orang di bawah, dikemukakan alasan dan dasar putusan
atau sering disebut dengan ratio decidendi. Dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki
bahwa dictum atau putusan pengadilan bersifat deskriptif, sehingga pendekatan kasus
2Luhut M.P. Pangaribuan, Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Peradilan
Pidana; dikutip dalam Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan (Jakarta: LeIP, 2004), h. 7 - 8.
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bukanlah merujuk pada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada ratio
decidendi.3 Karena itu, dictum tidak ditonjolkan dalam analisis kasus ini.
1. Kasus Posisi
Kasus ini berawal  ketika Pr. Darni Binti Daeng Bitung berkenalan dengan
saksi korban (Nirma Rasyid alias Imma) pada hari kamis tanggal 24 juli 2008 sekitar
jam 16.00 wita di Lapangan Bola Maccini Sombala Makassar, kemudian saling
bercerita dan Pr. Darni menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga
kepada saksi korban di daerah Jeneponto. Kemudian keesokan harinya pada hari
Jumat tanggal 25 juli 2008 saksi korban datang ke rumah Pr. Darni, dan selanjutnya
Pr. Darni membawa saksi korban tanpa sepengetahuan atau seizin orang tuanya ke
Terminal Mallengkeri untuk berangkat naik mobil panter pergi ke daerah Jeneponto.
Setibanya di Jeneponto, Pr. Darni membawa korban ke tempat Kafe dimana terdakwa
(Kartini Ramli alias Titin) bekerja selama ini, dan kemudian Pr. Darni menyerahkan
saksi korban untuk dipekerjakan padanya. Selanjutnya terdakwa dan Pr. Darni
bersama-sama menyuruh si korban untuk bekerja di kafe, dan memaksa untuk
melayani laki-laki hidung belang di dalam kamar dengan cara berhubungan badan
layaknya suami isteri. Bahwa setelah saksi korban dipekerjakan sebagai pemuas
seksual para lelaki hidung belang, terdakwa dan Pr. Darni mendapatkan upah yang
beraneka ragam dan upah tersebut telah dinikmati bersama.
3Peter Mahmud Marzuki, “Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum” (Pidato
pengukuhan Guru Besar, Surabaya: Universitas Airlangga, 17 Desember 2005), h. 74; dikutip dalam
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Cet. II; Jakarta:
Indonesia Lawyer Club, 2010), h. 189.
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Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami :
- Selaput darah robek pada arah jam 11, 1, 3
- Kegelisahan, labil, kurang kooperatif
- Luka lecet pada bahu kanan, dada bagian sebelah kiri dan payudara bagian
sebelah kiri.
Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RS
BHAYANGKARA MAPPAOUDDANG MAKASSAR Nomor : R / 93 / VIII / 2008
/ Rumkit tanggal 2 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dalam perkara in casu, pelaku/terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum, selanjutnya disingkat JPU, dengan dakwaan kumulatif. Yakni, pada dakwaan
pertama JPU mendakwa terdakwa Kartini Ramli alias Titin dengan pasal berlapis.
Pada dakwaan primair , terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan berupa tindak
pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo.
Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Pada dakwaan subsidair, terdakwa didakwa  dengan pasal 10 UU
RI No. 21 Tahun 2007 serta dakwaan lebih subsidair terdakwa di dakwa pasal 11 UU
RI No. 21 tahun 2007.  JPU juga mendakwa terdakwa Darni binti Daeng Bitung
dengan dakwaan primair sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana
pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dakwaan
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subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
3. Pertimbangan Majelis Hakim (Rasio Decidendi)
Dalam perkara in casu, majelis hakim mengambil sejumlah alasan hukum
atau dasar hukum putusan. Dalam hal ini keseluruhan pertimbangan majelis hakim
akan diketengahkan. Adapun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut,
sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
apakah terdakwa dapat dipersilahakan atau tidak berdasarkan dakwaan yang
diajukan oleh JPU, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan.
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar surat dakwaan
yang berbentuk kumultaif, yaitu :
a. Dakwaan Pertama :
1) Dakwaan Primair: Melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
2) Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 10  UU RI No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3) Dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
b. Dakwaan Kedua :
1) Dakwaan Primair: Melanggar Pasal 81 (1)  UU RI No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, dan
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2) Dakwaan subsidair: Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
- Menimbang, bahwa majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama
primair, Pasal 2 (1)  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
a. Unsur – unsur setiap orang;
b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
orang tersebut di wilayah Republik Indonesia
c. Unsur yang dilakukan terhadap anak
Ad. 1. Setiap orang:
- Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di sini adalah siapa saja orang
atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang bahwa Pr. Kartini Ramli alias Titin yang dihadapkan
dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan
terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa
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Penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah
Kartini Ramli alias Titin sebagai manusia yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ad. 2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik
Indonesia.
- Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat
alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satuya
- Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh
fakta di persidangan bahwa benar terdakwa telah merekrut saksi korban Pr. Nirma
Rasyid alias Imma dan dipekerjakannya di sebuah Kafe di Bontorappo Kabupaten
Jeneponto untuk melayani tamu laki-laki berhidung belang yang minum minuman
keras (bir) yakni melayani tidur layaknya suami isteri, dan apabila saksi korban
tidak mau menuruti kemauannya maka saksi korban diancam akan dipukul, yang
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mana setelah saksi korban kerja di tempat tersebut terdakwa sudah beberapa kali
menyuruh saksi korban untuk melayani tamu laki-laki untuk berhubungan
layaknya suami isteri, dimana setiap saksi korban melayani laki-laki mendapat
bayaran yakni pada siang harinya sebesar Rp. 70.000 dan malam hari sebesar Rp
100.000 dan uang tersebut diambil oleh terdakwa, sedangkan saksi orban hanya
dibelikan pakaian  dalam, baju kaos dan celana pendek, selebihnya diambil semua
oleh terdakwa apabila saksi korban telah melayani tamu laki-laki.
- Menimbang hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa
Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Makassar No. Pol.:
R/93/VIII/2008/Rumkit tanggal 2 agustus 2008, yang ditandatangani oleh dr.
Zainal Abidin, yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Nirma Rasyid alias Imma,
pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur sekitar
empat belas tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, kondisi kejiwaan gelisah,
labil, labil kadang irrelevant, serta dalam keadaan tidak hamil
- Pada pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan robekan (selaput darah
tidak utuh) pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul yang
sesuai luka akibat persetubuhan
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- Pada pemeriksaan bagian luar tubuh lainnya ditemukan tiga luka lecet, yaitu
pada bahu kanan, dada kiri, dan payudara sebelah kiri akibat kekerasan
tumpul.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah sah
dan meyakinkan menurut hukum.
Ad. 3. Unsur yang dilakukan terhadap anak
- Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka
diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah merekrut dan membawa saksi
korban Pr. Nirma Rasyid alias Imma ke Kab. Jeneponto untuk dipekerjakan di
sebuah Kafe di Bontorappo untuk melayani tamu laki-laki berhidung belang
yakni melayani hubungan layaknya suami isteri demi mendapatkan uang.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam
analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan
terdakwa dapat dibuktikan secara sah  dan meyakinkan memenuhi rumusan
tindak pidana yang didakwaan  dalam dakwaan pertama primair pasal 2 (1) Jo.
Pasal 17 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
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- Menimbang bahwa dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka kami tidak
perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.
- Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau
tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang
menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.
- Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini,
tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf ataupun alasan
penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana
didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat
dipersalahkan melanggar Pasal 2 (1) Jo. Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih
dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat
meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan
perbuatannya tersebut;
Hal-hal yang memberatkan :
- Akibat perbuatan menyebabkan saksi korban mengalami luka;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan
mengulanginya  lagi
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- Terdakwa belum pernah dihukum
4. Analisis Hukum
Dalam perkara in casu, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan model dakwaan kumulatif atau model dakwaan yang menggabungkan
dakwaan bertingkat (primair dan subsidair) dengan dakwaan alternatif. Sehingga atas
dasar tersebut, majelis hakim tinggal membuktikan dakwaan primair pada dakwaan
pertama, apaila dakwaan primair tersebut terbukti, maka unsur-unsur pada dakwaan
selanjutnya (subisidair dan alternatif) tidak perlu dibuktikan lagi. Pertimbangan
majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana perdagangan orang
sebagaimana pada dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 (1) UU RI No. 21
tentang PTPPO, sehingga terdakwa mutlak dijatuhi sanksi pidana.
Putusan majelis hakim yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pidana
berupa pidana penjara selama seumur hidup kepada terdakwa dalam perkara in casu
pada dasarnya sudah tepat, baik ditinjau dari segi formal, yakni secara umum sudah
memenuhi ketentuan dalam KUHAP. Maupun dari segi materiil, yakni ketepatan
dalam mengurai keterkaitan antara pasal-pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap dipersidangan. Putusan majelis hakim berupa pidana penjara
10 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 kepada terdakwa kasus perdagangan
orang dalam perkara in casu dalam hemat penulis sudah memenuhi rasa keadilan. Hal
ini dikarenakan bahwa sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp.
120.000.000 yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah secara formalitas perundang-
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undangan sudah seimbang dengan perbuatan terdakwa. Meski demikian, ada
beberapa aspek yang perlu dianalisis dan dikritisi, sebagai berikut :
1. JPU sudah menerapkan Dakwaan dengan mengacu pada UU No. 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. UU No. 21 tahun 2007 pada saat kasus tersebut diproses masih relatif baru,
namun aparat penegak hukum sudah memahami dan menguasai amanat dan
makna UU No. 21 tahun 2007, yaitu dengan cara menuntut dan memberikan
sanksi kepada pelaku, sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi
pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa.
3. Demikian juga hakim dalam menerapkan UU No. 21 tahun 2007 sudah sesuai
dengan amanat UU, yaitu menerapkan hukuman/sanksi pidana penjara dan pidana
denda. Hal in di maksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku TPPO.
4. Tetapi karena dalam UU No. 21 tahun 2007 masih mengatur mengenai hukuman
pengganti denda (subsidair), sehingga dalam pelaksanaan dikhawatirkan terpidana
akan memilih pidana denda diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.
Oleh karena itu, sebaiknya pidana penjara dan pidana denda merupakan satu
kesatuan yang harus dikenakan kepada pelaku sehingga tidak terpisahkan (on
spitbaar).
5. Apabila pidana denda dipisahkan dengan pidana penjara, dan pidana denda dapat
diganti dengan subsidair kurungan, maka ada kekhawatiran/kecenderungan pelau
tidak akan membayar denda, dan akan lebih memilih melaksanakan pidana
kurungan yang dianggap ringan sebagai pengganti denda.
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6. Dalam dakwaan dan putusan terhadap kasus tersebut, pidana denda sebanyak Rp.
120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) seolah-olah dapat di ganti dengan
kurungan selama 2 (dua) bulan. Apabila pengenaan sanksi denda yang dapat
diganti dengan kurungan, di khawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi
pelaku dan masyarakat umum. Justru pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku,
baik pidana penjara dan/atau pidana denda harusnya dikenakan pidana maksimal,
mengingat TPPO adalah merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi
manusia dan martabat manusia.
Atas dasar itu, perlu ada pemahaman lebih dalam dari masyarakat dan aparat
terhadap bahaya dan dampak dari TPPO, sehingga proses penegakan hukum TPPO
dapat berjalan sesuai amanat UU dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.
D. Pandangan Hukum Islam tentang Perdagangan Orang
Dalam Islam, istilah perdagangan manusia dikenal sebagai perbudakan.
Menurut pandangan dan perspektif Islam juga memandang bahwa perdagangan
manusia merupakan perbuatan yang melanggar agama sehingga Islam mengharamkan
perbudakan dan/atau perdagangan manusia.
Fenomena Trafiking (perdagangan manusia), telah mengingatkan kembali
pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam
literatur Islam disebut zaman Jahiliah. Dalam era ini, banyak orang yang tidak
memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka), otonom,
setara dan harus dihormati. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman jahiliyah
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(era kebodohan). Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan
orang-orang miskin, merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik-praktik
penindasan oleh yang kuat dan kaya terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu
banyak terjadi, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Di antara manusia yang
paling banyak menjadi korban penindasan adalah, perempuan. Mereka dianggap
bukan manusia utuh, melainkan hanya separuh manusia, manusia kelas dua, atau
bahkan sebagai barang. Kekerasan terhadap mereka dapat terjadi dimana saja, baik di
ranah domestik maupun publik.4
Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan
kemanusiaan. Trafiking terhadap perempuan dan anak juga tidak dibenarkan dalam
perspektif Islam, apapun alasannya. Kyai Husein Muhammad dari Fahmina Institute
Cirebon mengatakan bahwa dari teks Al-Qur’an maupun Sunnah (hadist) yang
menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan,
misalnya pada:
Q.S. Al-Isra : 70







4 http://puanamalhayati.or.id/2012/06/02/trafiking-dalam-perspektif-islam/. Diakses pada
tanggal 19 agustus 2013.
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Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan.5
Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun
laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking
atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum.6
Dewasa ini didapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa
disebut dengan Human Trafficking, terutama pada wanita untuk perzinaan atau
dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk
tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari’ah dan norma-norma
yang berlaku (‘urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia
tersebut berstatus Hur (merdeka).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan mengeluarkan
fatwa yang menyatakan bahwa perdagangan manusia (human trafficking) hukumnya
haram. Umat Islam wajib membantu pemerintah agar Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Orang dapat terlaksana dengan baik. Fatwa tersebut
5 Departemen Agama RI: Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002, (Jakarta; CV.
Darus Sunnah, 2007) h. 290
6 http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html.
Diakses pada tanggal 19 agustus 2013
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diputuskan melalui rapat Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan di Pontianak
pada 28-30 Agustus 2007 di Pontianak.7
Sekretaris MUI Kalbar Muchtar Djamaluddin mengatakan bahwa
perdagangan manusia adalah perbuatan zalim terhadap orang lain untuk dieksploitasi
ataupun berakibat tereksploitasi, baik dalam perekrutan, pengangkutan penampungan,
pengiriman, pemindahan secara tidak sah. Ataupun penerimaan seseorang dengan
ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain. 8
Adapun sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku perdagangan orang
yaitu berupa hukuman ta’zir. Tetapi belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur’an
dan Hadits mengenai bentuk dan ukuran sanksi tersebut. Oleh karena itu,
keputusannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam
hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, jilid
(dera), pengasingan dan ancaman.9
Di bawah ini dikutipkan beberapa dalil yang ada hubungannya dengan
persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya:
7 http://www.rakyatmerdeka.co.id. Di akses pada tanggal 20 september 2013
8 Ibid.,
9 http ://repository.stain-pekalongan.ac.id/1069/. Di akses pada tanggal 20 september 2013
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Q.S. Al-Hujurat/49:13







Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.10
Q.S. Al-Balad/90:11-13




Terjemahnya:
Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar(11). Tahukah
kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu(12).  Yaitu melepaskan budak
dari perbudakan (13).
Q.S. An-Nisa/4:92
…



10Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta:
PT. Lentera Abadi, 2010), h. 419
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





…
Terjemahnya:
…dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)
ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang
ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman…11
Q.S. Al-Maidah/5:89












…
Terjemahnya:
11Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta:
PT. Lentera Abadi, 2010), h. 253
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Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu,
ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa
kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak…12
Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam
keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat.
Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah
Radhiyallahu 'anhu.
 َﻰِﺿَر َةَرْﯾَرُﺣ ﻰَِﺑأ ْنَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻰِﺑﱠﻧﻟا ِنَﻋ ُﮫْﻧَﻋ ُﷲ َلَﺎﻗ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠَﻋ
 َلَﺎﻗ : : ُﷲِﻰﺑ ٓﻰَطَْﻋأ ٌلُﺟَر : ِﺔَﻣَﺎﯾِﻘْﻟا َمْوَﯾ ْمُﮭُﻣْﺻَﺧ َﺎَﻧأ َُﺔﺛََﻼﺛ َرَدَﻏ ﱠُمﺛ
 ُﮫْﻧِﻣ َٓﻰﻓَْوﺗَْﺳﻓ اًرﯾَِﺟأ َرَْﺟَﺄﺗِْﺳا ٌلُﺟَرَو , ُﮫَﻧََﻣﺛ َلََﻛَﺄﻓ ا رُﺣ َعَﺎﺑ ٌلُﺟَرَو ,
13(ىرﺎﺧﺑﻟا هاور) .ُهَرَْﺟأ ِﮫِطُْﻌﯾ َْمﻟَو
Artinya:
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa
sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang
Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang
bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang
menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga:
seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan
pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.
12 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta:
PT. Lentera Abadi, 2010), h. 8
13Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, terj. Mahmoud
Matraji, Sahih Al-Boukhari, vol. 3 (Lebanon: Dar El-Fiker, 1993), h. 307.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Tinjuan Yuridis Efektifitas
Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Makassar
yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan, sebagai berikut :
1. Aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang (human
trafficking) pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Menurut KUHP
jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap
tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana
perdagangan orang, yaitu:
a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan
denda minimal-maksimal.
b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan
maksimal.
c. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.
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Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara
paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda
paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada
pelaku/terdakwa perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan. Namun
demikian, dalam UU No. 21 tahun 2007 masih mengatur mengenai hukuman
pengganti denda (subsidair) yang cenderung lebih ringan. Apabila pengenaan
sanksi denda dapat diganti dengan kurungan, dikhawatirkan tidak akan
menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.
3. Dalam Islam, istilah perdagangan manusia dikenal sebagai perbudakan.
Perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar agama dan
merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga Islam mengharamkan perbuatan
tersebut. Sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku perdagangan orang yaitu
berupa hukuman ta’zir. Tetapi ketentuan mengenai bentuk dan ukurannya
diserahkan kepada hasil ijtihad hakim atau imam yang berwenang.
B. Saran
Adapun saran yang bisa diutarakan dari pembahasan ini adalah:
1. Sebaiknya ada pemahaman lebih dalam dari masyarakat terhadap bahaya dan
dampak dari tindak pidana perdagangan orang, sehingga proses penegakan
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hukum tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan sesuai amanat
undang-undang dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.
2. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang tentang penjatuhan pidana subsidair
sebagai pengganti pidana denda karena dikhawatirkan ada kecenderungan
pelaku tidak akan membayar denda dan memilih untuk melaksanakan pidana
kurungan yang dianggap ringan sebagai pengganti denda.
3. Melihat bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang, disarankan
kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penerapan hukum
Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat
Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, dengan tidak
mengabaikan Hak Asasi Manusia.
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